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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40TAHUN 2009 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 
2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN  

DARI USAHA JASA KONSTRUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam 
pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari 
usaha jasa konstruksi dan untuk menjaga iklim usaha 
sektor jasa konstruksi agar tetap kondusif, perlu 
melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 
2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
Usaha Jasa Konstruksi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa 
Konstruksi; 
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4893); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4881); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 
TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS 
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI. 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 
2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4881) diubah dan di antara Pasal 10 dan 
Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 10A, Pasal 
10B, dan Pasal 10C yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 
Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 
Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari 
kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 
2008, pengenaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: 
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a. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang 
jasa konstruksi ditentukan sebagai berikut: 

1) dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan 
ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan; 

2) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final 
bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi 
sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta 
yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

b. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) 
ditentukan sebagai berikut: 
1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan 

ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal 
pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek 
Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau 
orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri 
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai 
pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada 
saat pembayaran uang muka dan termin; 

2) dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam hal 
pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya 
selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1). 

c. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) 
ditentukan sebagai berikut: 
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